
I SALINAN I

PERATURANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR38 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHANKEEMPATATASPERATURANBUPATIMAJALENGKA
NOMOR120 TAHUN2020 TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATAN

DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA,

BUPATI MAJALENGKA,
Menimbang a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Instruksi Menteri

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat
Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali yang
terbit sete1ah APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan,
maka kiranya perlu dilakukan penyesuaian anggaran,
penyesuaian program dan kegiatan dalam Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a serta sesuai ketentuan Romawi I huruf E
angka 35 dan 47 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana te1ah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang 2
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) danl atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional danl atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
KeIja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

12. Peraturan 3
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12. Peraturan Peme~intah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia TahUIl' 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan -Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubahdengan Peraturan
Pemerintah Nornor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan. Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik .hidonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

14. PeraturanPemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara- -'Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada .Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18),
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peratufan Pemeiintah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan 4
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan BarangjJasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangjJasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

30. Peraturan 5
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 532);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Penge101aanBarang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Serta Pe1aksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

38. Peraturan 6
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39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2021
tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021
tentang Penge101aanTransfer ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-
19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 149);

42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi
khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
403);

43. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021
tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan
Bali.

44. Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 99 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;

45. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun
2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005
Nomor 8 seri E);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2009 Nomor 2);

47. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);

48. Peraturan 7



-7-

49. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2020 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURANBUPATITENTANGPERUBAHANKEEMPATATAS
PERATURANBUPATI MAJALENGKANOMOR 120 TAHUN
2020 TENTANGPENJABARANANGGARANPENDAPATANDAN
BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 123)
sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 33
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Majalengka
Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal13

(1) Anggaran be1anja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
huruf a direncanakan sebesar Rp2.029.309.587.296,00 (dua triliun
dua puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan juta lima ratus delapan
puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri
atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. be1anja hibah; dan
d. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp1.233.947.868.404,00 (satu triliun dua ratus
tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta delapan
ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp732.298.572.392,00 (tujuh ratus tiga puluh
dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh
puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).

(4) Be1anja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp56.738.146.500,00 (lima puluh enam miliar
tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu lima
ratus rupiah).

(5) Be1anja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp6.325.000.000,00 (enam miliar tiga ratus dua
puluh limajuta rupiaH}tidak mengalami perubahan.

2. Ketentuan 8
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2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal14

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.233.947.868.404,OO (satu
triliun dua ratus rigapuluh riga miliar sembilan ratus empat puluh tujuh
juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus empat rupiah),
yang terdiri atas:
a. Be1anjaGaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektiflainnya

Aparatur Sipil Negara;
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
e. Be1anjaGaji dan Tunjangan KDHjWKDH;
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRDserta KDHjWKDH;
g. Belanja Pegawai BOS;
h. Belanja Pegawai BLVD.

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp730.775.319.745,OO (tujuh ratus riga puluh miliar tujuh ratus tujuh
puluh lima juta riga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh
lima rupiah).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp135.310.086.759,OO (seratus riga puluh lima miliar riga ratus
sepuluh juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan
rupiah).

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp268.805.823.000,OO (dua ratus enam puluh
delapan miliar delapan ratus lima juta delapan ratus dua puluh tiga
ribu rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.224.068.600,OO (riga puluh
tiga miliar dua ratus dua puluh empat juta enam puluh delapan ribu
enam ratus rupiah).

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDHjWKDH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp235.331.000,OO (dua
ratus rigapuluh lima }uta riga ratus rigapuluh satu ribu rupiah).

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDHjWKDH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp1.232.638.300,OO (satu miliar dua ratus riga puluh dua juta enam
ratus tiga puluh delapan ribu riga ratus rupiah).

(8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp33.864.601.000,OO (riga puluh tiga miliar
delapan ratus enam puluh empat juta enam ratus satu ribu rupiah).

(9) Belanja Pegawai BLVDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp30.500.000.000,OO (riga puluh miliar lima
ratus ju ta rupiah).

3. Ketentuan 9
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3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal15

(1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp730.775.319.745,00 (tujuh
ratus tiga puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus
sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri
atas:
a. Gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
b. Belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
c. Belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
d. Belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
e. Belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
f. Belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
g. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
h. Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
i. Belanja iuran jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
j. Belanja iuranjaminan Kecelakaan KerjaAparatur Sipil Negara;
k. Belanja iuran jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara;
1. luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur

Sipil Negara.

(2) Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp565.273.538.640,00 (lima ratus
enam puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga
puluh delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp50.382.521.764,00 (lima puluh miliar tiga ratus delapan puluh dua
juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh empat
rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp8.893.052.559,00 (delapan miliar delapan ratus sembilan puluh tiga
juta lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).

(5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp43.391.267.870,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus sembilan
puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh
puluh rupiah).

(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp5.514.856.087,00 (lima miliar lima ratus empat belas juta delapan
ratus lima puluh enam ribu delapan puluh tujuh rupiah).

(7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp25.040.731.344,00 (dua puluh lima miliar empat puluh juta tujuh
ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat rupiahJ.

(8).Belanja 10
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(8) Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp1.880.551.102,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluhjuta lima
ratus lima puluh satu ribu seratus dua rupiah).

(9) Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp7.373.824,00 (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan
ratus dua puluh empat rupiah).

(10) Belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar
Rp23.072.188.197,00 (dua puluh tiga miliar tujuh puluh dua juta
seratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh tujuh
rupiah).

(11) Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar
Rp2.046.000.000,00 (dua miliar empat puluh enamjuta rupiah).

(12) Belanja iuran jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar
Rp3.069.000.000,00 (tiga miliar enam puluh sembilanjuta rupiah).

(13) Belanja iuran simpanan peserta Tabungan Perumahan Rakyat
Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1
direncanakan sebesar Rp2.204.238.358,00 (dua miliar dua ratus
empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh
delapan rupiah).

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal16

Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp135.310.086.759,00 (seratus tiga puluh lima miliar tiga ratus sepuluh
juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah),
dialokasikan untuk Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja
Aparatur Sipil Negara.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal17

(1) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp268.805.823.000,00 (dua
ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus lima juta delapan ratus
dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas pungutan Pajak

Daerah;
b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG)PNSD;
c. Belanja tambahan penghasilan (Tamsil)Guru PNSD;
d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan BagiASN;
e. Belanja honorarium.

(2).Belanja 11
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(2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas pungutan Pajak
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak
dianggarkan.

(3) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG)PNSD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp254.712.323.000,OO
(dua ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus
dua puluh tiga ribu rupiah).

(4) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp1.284.000.000,OO (satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta
rupiah).

(5) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.764.500.000,OO
(dua belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu
rupiah).

(6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp45.000.000,OO(empat puluh limajuta rupiah).

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal21

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal12 ayat (1)hurufb direncanakan sebesar Rp732.298.572.392,OO
(tujuh ratus tiga puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan
juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua
rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja barang;
b. Be1anjajasa;
c. Belanja pemeliharaan;
d. Belanja perjalanan dinas;
e. Belanja uang atau jasa untuk diberikan kepada pihak

ketiga/ pihak lain/ masyarakat;
f. Be1anjabarang danjasa BaS;
g. Belanja barang danjasa BLUD.

(2) Be1anja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp160.669.867.778,OO (seratus enam puluh
miliar enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh
tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas:
a. Belanja barang pakai habis direncanakan sebesar

Rp160.550.677.028,OO (seratus enam puluh miliar lima ratus lima
puluh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh delapan
rupiah);

b. Belanja barang tak habis pakai direncanakan sebesar
Rp119.190.750,OO (seratus sembilan belas juta seratus sembilan
puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

(3).Be1anja 12
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(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp242.592.158.815,00 (dua ratus empat puluh
dua miliar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh
delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah) terdiri atas:

a. Belanja jasa kantor direncanakan sebesar Rp162.548.076.934,00
(seratus enam puluh dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta
tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah);

b. Belanja iuran jaminan/ asuransi direncanakan sebesar
Rp31.123.680.000,00 (tiga puluh satu miliar seratus dua puluh tiga
juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

c. Belanja sewa tanah direncanakan sebesar Rp11.227.000,00
(sebelas juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

d. Belanja sewa peralatan dan mesin direncanakan sebesar
Rp4.253.926.000,00(empat miliar dua ratus lima puluh tiga juta
sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

e. Belanja sewa gedung dan bangunan direncanakan sebesar
Rp4.868.860.000,00 (empat miliar delapan ratus enam puluh
delapanjuta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

f. Belanja sewa aset tetap lainnya direncanakan sebesar
Rp106.000.000,00 (seratus enamjuta rupiah);

g. Belanja jasa konsultansi konstruksi direncanakan sebesar
Rp15.335.084.715,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh lima
juta delapan puluh empat ribu tujuh ratus lima belas rupiah);

h. Belanja jasa konsultansi non konstruksi direncanakan sebesar
Rp17.915.459.166,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus lima belas
juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh enam
rupiah);

i. Belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment)
direncanakan sebesar Rp407.500.000,00 (empat ratus tujuh juta
lima ratus ribu rupiah);

J. Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta
pendidikan dan pelatihan direncanakan sebesar
Rp6.021.845.000,00 (enam miliar dua puluh satu juta delapan
ratus empat puluh lima ribu rupiah);

k. Belanja jasa insentif bagi pegawai non.Aparatur Sipil Negara atas
pemungutan pajak daerah tidak dianggarkan.

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp8.686.192.697,00 (delapan miliar enam ratus
delapan puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus
sembilan puluh tujuh rupiah) terdiri atas:

a. Belanja pemeliharaan tanah direncanakan sebesar
Rp60.000.000,00 (enam puluhjuta rupiah);

b. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin direncanakan sebesar
Rp4.478.777.255,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh delapan
juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh lima
rupiah);

c. Belanja 13
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c. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan direncanakan
sebesar Rp3.802.722.442 (tiga miliar delapan ratus duajuta tujuh
ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);

d. Be1anja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan
sebesar Rp344.693.000,OO (tiga ratus empat puluh empat juta
enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupialiJ.

(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp39.563.456.352,OO (tiga puluh sembilan
miliar lima ratus enam puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu
tiga ratus lima puluh dua rupiah) terdiri atas:

a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp39.163.456.352,OO (tiga
puluh sembilan miliar seratus enam puluh tiga juta empat ratus lima
puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri direncanakan sebesar
Rp400.000.000,OO (empat ratusjuta rupiah).

(6) Belanja Uang dan/ atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak
Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp8.779.302.000,OO (delapan miliar
tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua ribu rupiah) terdiri
atas:

a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp5.089.402.000,OO (lima
miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus dua ribu rupiah);

b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp3.689.900.000,OO (tiga
miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu
rupiah).

(7) Belanja Barang dan Jasa BaS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruff direncanakan sebesar Rp73.854.700.650,OO (tujuh puluh
tiga miliar delapan ratus lima puluh empai juta tujuh ratus ribu enam
ratus lima puluh rupiah).

(8) Be1anjaBarang dan Jasa BLUDsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g direncanakan sebesar RpI98.152.894.100,OO (seratus
sembilan puluh delapan miliar seratus lima puluh dua juta delapan
ratus sembilan puluh empat ribu seratus rupiah).

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22
berbunyi sebagai berikut:

Pasal22

(1) Anggaran Be1anjaHibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.738.146.500,OO (lima puluh
enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh
enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;

c. Be1anja 14
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c. Belanja Hibah Dana BOS;
d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(2) Belanja Hibah kepada P~m~~~ Pusat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakarFsebesar Rp750.000.000,OO (tujuh ratus
lima puluhjuta rupiah), keselu:ruhan dialokasikan untuk be1anja Hibah
Dang kepada Pemerintah Pusat.

(3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan
yang Berbadan Htikum Indonesia seha.gaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakansebesar Rp54.979.740.000,OO (limapuluh
empat miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus
empat puluh ribu rupiah), terdiri atas:

a. Belanja Hibah Kepada Bad~ dan Lerp.bagayang Bersifat Nirlaba,
Sukarela dan Sosial Yarlg dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-unClangan direncanakan sebesar,Rp54.979.740.000,OO
(lima puluh empat miliar sembilari ratus tujuh puluh sembilan juta
tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan
Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, tidak
dianggarkan;

c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela
Bersifat Sosial Kemasyarakatari., tidak dianggarkan.

(4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e tidak dianggarkan.

(5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp1.008.406.500,OO. (satu miliar delapan juta empat ratus enam ribu
lima ratus rupiah).

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :
I
!

Pasal24

(1) Anggaran Be1anja Modal sebagaiml:lIllldimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp751.948.578.424,OO (tujuh ratus
lima puluh satu miliar sembiian ratus empat puluh delapan juta lima
ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah),
yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Tanah;
b. Be1anjaModal Peralatan dan Mesin;
c. Be1anjaModal Gedung dan Bangunan;
d. Be1anjaModal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
e. Belanja ModalAset Tetap Lainnya.

Be1anja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp5.300.000.000,OO (lima miliar tiga ratus
juta rupiah).

(3).Be1anja 15
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(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp220.421.011.827,OO (dua ratus
dua puluh miliar empat ratus dua puluh satu juta sebelas ribu delapan
ratus dua puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
a. Belanja ModalAlat Besar direncanakan sebesar Rp808.746.750,OO

(delapan ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu
tujuh ratus lima puluh rupiah);

b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar
Rp5.920.000.000,OO (lima miliar sembilan ratus dua puluh juta
rupiah);

c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar
Rp105.140.000,OO (seratus lima juta seratus empat puluh ribu
rupiah);

d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar
Rpl.050.000,OO (satujuta lima puluh ribu rupiah);

e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan
sebesar Rp66.131.362.266,OO (enam puluh enam miliar seratus
riga puluh satu juta riga ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam
puluh enam rupiah);

f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
direncanakan sebesar Rp1.539.850.470,OO (satu miliar lima ratus
riga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus
tujuh puluh rupiah);

g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan
sebesar Rp15.876.578.750,OO (lima belas miliar delapan ratus
tujuh puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh
ratus lima puluh rupiah);

h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar
Rp94.445.897.100,OO (sembilan puluh empat miliar empat ratus
empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu
seratus rupiah);

i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar
Rp13.824,413.091,OO (riga belas miliar delapan ratus dua puluh
empatjuta empat ratus riga belas ribu sembilan puluh satu rupiah);

j. Belanja Modal Alat Eksplorasi direncanakan sebesar
Rp251.270.500,OO (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh
puluh ribu lima ratus rupiah);

k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
direncanakan sebesar Rp20.000.000,OO (dua puluhjuta rupiah);

1. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja direncanakan sebesar
Rp13.200.000,OO (riga belasjuta dua ratus ribu rupiah);

m. Belanja Modal Peralatan ProsesfProduksi tidak dianggarkan;
n. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar

Rp1.808.049.000,OO (satu miliar delapan ratus delapan juta empat
puluh sembilan ribu rupiah);

o. Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar
Rp369.411.875,OO (riga ratus enam puluh sembilan juta empat
ratus sebelas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);

p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS direncanakan sebesar
Rp17.306.042.025,OO (tujuh belas miliar riga ratus enam juta
empat puluh dua ribu dua puluh lima rupiah);

q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar
Rp2.000.000.000,OO (dua miliar rupiah).

(4).Belanja 16
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(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp241.114.054.095,OO (dua
ratus empat puluh satu miliar seratus empat belas. juta lima puluh
empat ribu sembilan puluh lima rupiah) terdiri atas:
a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar

Rp232.701.104.107,OO(dua ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus
satu juta seratus empat ribu seratus tujuh rupiah);

b. Belanja Modal Monumen direncanakan sebesar Rp200.000.000,OO
(dua ratus juta rupiah);

c. Belanja Modal Tugu Titik KontrolfPasti direncanakan sebesar
Rp6.712.949.988,OO (enam miliar tujuh ratus dua belas juta
sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan
puluh delapan rupiah);

d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLVDdirencanakan sebesar
Rp1.500.000.000,OO (satu miliar lima ratusjuta rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan lrigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp261.448.534.577,OO
(dua ratus enam puluh satu miliar empat ratus empat puluh delapan
juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh
rupiah) terdiri atas:
a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar

Rp177.953.113.077,OO (seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan
ratus lima puluh tiga juta seratus tiga belas ribu tujuh puluh tujuh
rupiah);

b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar
Rp72.120.836.500,OO (tujuh puluh dua miliar seratus dua puluh
juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp6.659.585.000,OO
(enam miliar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus
delapan puluh lima ribu rupiah);

d. Belanja Modal Jaringan direncanakan sebesar
Rp4.715.000.000,OO (empat miliar tujuh ratus lima belas juta
rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.664.977.925,OO (dua puluh
tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh
puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas :
a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar

Rp202.181.600,OO (dua ratus duajuta seratus delapan puluh satu
ribu enam ratus rupiah);

b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar
Rp90.000.000,OO(sembilanpuluhjuta rupiah);

c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS direncanakan sebesar
Rp12.872.796.325,OO (dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh
dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh
lima rupiahJ;

d. Belanja Modal Asct Tetap Lainnya BLVD direncanakan sebesar
Rp10.500.000.000,OO (sepuluh miliar lima ratusjuta rupiah).

9. Ketentuan 17
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9. Ketentuan Lampiran I diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Lampiran II diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

11. Ketentuan Lampiran III diubah, dengan perubahan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dad Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 23 Juli 2021

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 23 Juli 2021

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

ttd

EMANSUHERMAN

BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2021 NOMOR38

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALABAGIANHUKUM

~RAH KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENANURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003
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